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ABSTRAK

Kartu kredit merupakan salah satu produk bank vang tergolong masih baru dan banvak
diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan pengusaha dan pedagang. Hal ini disebabkan
karena keistimewaan yang dimiliki oleh kartu kredit ini,

Berkaitan dengan penerbitan kartu kredit dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen,
permasalahan yang penulis kemukakan vaitu meliputi prosedur dan syarat keanggotaan kartu
kredit (Gold Visa BNI serta hak dan kewajiban para pihak, bentuk perlindungan hukum terhadap
pemegang kartu kredit Gold Visa BNI dan hambatan yang timbul dalam memberikan
perlindungan terhadap pemegang kartu kredit Gold Fisa BNT

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis
sosiologis. Dala primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dengan alat bantu
kuesioner yang memakai tehknik Nen Probality Sampling dengan cara Purposive Sampling dan
data sekunder diperoleh dari studi dokumen vang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan penerbitan kartu kredit, BNl mempunyai persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk menjadi pemegang kartu kredit. Bentuk perlindungan
vang diberikan BNI terhadap pemegang kartu kredit antara lain, vaitu Bank memberikan Personal
Identification Number (PIN), perlindungan asuransi kecelakaan 24 jam cuma-cuma, perlindungan
terhadap kekeliruan administrasi, dll. Hambatan vang timbul dalam memberikan perlindungan
tersebut datang dari pemegang kartu itu sendiri, dimana pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan
vang telah ditetapkan oleh bank. Agar penyalahgunaan kartu kredit tidak terjadi, pihak bank
mempunyai upaya-upaya penanggulangannya yaitu upaya preventif dan upaya represif.
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PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang Masalah.

Semakin pesaimya perkembangan tehnologi sehingga berdampak pada
kemudahan dalam aktifitas di perbankan. Salah sat produk jasa perbankan vang
memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat tersebur vaitu Kartu kredit atau
vang sering disebut “Credit Ceard”. Karu kredit merupakan sarana kebutuhan
masyvarakat dalam ketersediaan uang tunai dalam jumlah vang cukup. sehingga
apabila kebutuhan vu mendesak dan tak terduga masvarakat dapat memanfaatkan
kartu kredit teesebut untuk memenuhn kebutuhannya,

Salah satu Bank vang mcomberikan jasa perbankan tersebut adalah Bank
Negara Indonesia (BNI). Bank  sebagar  institusi resmi keuangan vang
menghimpun  dan memohilisast dana dan dan kepada masvarakat untuk
percepatan tingkat perekonomian selalu mempunyai berbagal macam jems produk
1asa perbankan vang ditawarkan kepada masyarakat.

Rartu kredit atan vang lebih dikenal dengan (redit Card ini adalah Kartu
plastk vang berukuran sama dengan ukuran KTP vang dikelvarkan oleh bank
{{ssueer) vang dibenkan kepada nasabah (Cardhiolder vang dapat dipakar sebagm
alat pembavaran yang sah secara kredit dan dapat divangkan oleh pemegangnya
serta prhak penenma adalah pedagang (Merchani) vang telah ditentukan oleh
penerbil.

Majunva perkembangan teknologr saat . berdampak pada  sistem

perbankan dimana sering terjadinva kejahatan kartu kredit. Saat ini kejahatan di



L

dunia komputer semakin marak dan beragam, salah satu jenis kejahatan komputer
vang paling banvak terjadi dan mungkin paling popular di Indonesia adalah
penvalahgunaan kartu kredit atau lebih dikenal dengan snlah Cardine

Pada dasamya kematan carding dilakukan dengan cara melakukan transaksi
bismis yang kebanvakan jual belt secara online melalui internet kemudian
memasukkan jenis pembavaran dengan tpe kartu kredit dan selanjutnya ketika
dikonfirmasi 1sian informas: kartu kredit pelaku memasukkan mformasi kartu
kredit orang lain schingga tagihan akan masuk ke rekening orang lam. .

Lntuk menjaga keamanan dan kejahatan kartu kredit i, pemegang kartu
kredit atan Cardholder mgin diberikan perlindungan hukum secara khusus agar
pemegang kartu kredit ndak merasa dirugikan dan bank sebagai penerbit kartu
harus dapat bertanggung jawab apabila terjadinva penvalahgunaan kartu kredit ini.

Karena perkembangan kartu kredit i masih relatif baru dibandmgkan alat
bavar lainnva maka tentang berlakunva kartu kredit im tidak ditemukan dasar
hukumnya vang tegas dalam kitab undang-undang bak hukum perdata maupun
hukum dagang. Yang menjadi dasar hukum atas legalitas pelaksanaan kartu kredit
di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata
Kemudian dalam prakiek pelaksanaannva mempedomani ketentuan admmistratif
vang ditetapkan oleh pemernmtah yvaitu ;

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Thun 1988 tentang Lembaga Pembiavaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12510KME 01371988 tentang

ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiavaan.
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PENLITLIP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uratan-uraian  vang lelah  dikemukakan pada  bab-bab

sebelumnya, maka pada bab i penulis akan menark beberapa kesimpulan, vaitu

sehagar bernkut;

Pemohon kartu kredit vang ingin memperoleh kartu kredit BN baik Visa
maupun Mastercard dapal mengisi formulic aplikasi vang telah disediakan
BNI dengan melalw prosedur dan svarat vang harus dipenuhi. Dalam prosedur
pelaksanaan perjanjian Cardholder. dimana hak dan kewapiban para pihak
telah tercetak dalam perjanjian yang dibuat septhak oleh Bank. Berdasarkan
hak dan kewajiban vang telah dicantumkan dalam perjanjian cardholder
menurut hemat penelit kewapban pihak Cardholder mempunva porst vang
lebth luas pka dibandmgkan dengan kewajiban Bank, begitu juga dalam hak-
hak Bank mempunyar porst vang lebih besar pka dibandingkan dengan
kewajibannya. Menurut penelitt walaupun banvak terdapat ketidakseimbangan
antara hak dan kewajiban para pthak, prosedur memiliki kartu kredit BNI tetap
berjalan dengan baik dan saat imi pemohion vange ingin memihiki kartu kredu
BNI semakin bertambah dan tahun ke tahun. Hal ini tumbuh karena keadaan
menghendakinva dan harus diterima sebagar kenvataan. Scsual dengan
perkembangan perekonomian yang menuntut adanya Kerja vang elisien,

schubungan dengan kedudukan pemegang Kartu kredit vang sangat lemah

dalam hubungan penerbitan kartu kredit maka bentuk perlindungan vang dapat

i
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